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KATA PENGANTAR

uku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman

komprehensif tentang konsep-konsep dasar pemerintahan

dan demokrasi. Dalam era reformasi dan tuntutan good
governance, pemahaman yang mendalam tentang teori pemerintahan
dan praktik demokrasi menjadi sangat penting, baik bagi mahasiswa,
akademisi, maupun praktisi pemerintahan.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari
konsep dasar pemerintahan, teori kedaulatan, sistem pemerintahan
daerah, hingga good governance dan hak asasi manusia. Kami
berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam
memahami dinamika pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan
untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
positif bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan penguatan nilai-
nilai demokrasi di Indonesia.

Selamat Membaca!

Kendari, Oktober 2025

Penulis
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JJ
GLOSARIUM

Akuntabilitas Pemerintahan - Pertanggungjawaban pemerintah atas
tindakan dan kebijakannya kepada rakyat atau lembaga yang
berwenang.

Asas Dekonsentrasi - Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Asas Desentralisasi - Penyerahan wewenang pemerintahan dari
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Asas Pembantuan - Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah
dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas Tugas Pembantuan - Penugasan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah  daerah  untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Budaya Demokrasi - Nilai-nilai, norma, dan praktik yang mendukung
pelaksanaan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Demokrasi Liberal - Sistem demokrasi yang menekankan kebebasan
individu, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas.

Demokrasi Langsung - Sistem demokrasi di mana rakyat secara
langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui
wakil.
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Demokrasi Pancasila - Sistem demokrasi Indonesia yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan musyawarah
mufakat.

Demokrasi Rakyat - Sistem demokrasi yang menekankan kedaulatan
rakyat dan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin - Sistem demokrasi yang pernah diterapkan di
Indonesia (1959-1966) dengan peran dominan presiden dalam
pengambilan keputusan.

Demokrasi Tidak Langsung - Sistem demokrasi di mana rakyat
memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan politik.

Efektivitas Pemerintahan - Kemampuan pemerintah dalam
mencapai tujuan dan melaksanakan kebijakan secara optimal dengan
sumber daya yang tersedia.

Efisiensi Fungsi Pemerintahan - Penggunaan sumber daya
pemerintahan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal.

Good Governance - Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
akuntabel dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan supremasi
hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) - Hak dasar yang melekat pada setiap
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat Demokrasi - Esensi atau inti dari sistem demokrasi yang
menekankan kedaulatan rakyat dan persamaan hak.

Hakikat Kekuasaan - Esensi dari kemampuan untuk mempengaruhi
atau mengendalikan perilaku orang atau kelompok lain.

Hubungan Negara dan Pemerintahan - Kaitan antara negara
sebagai organisasi politik dengan pemerintahan sebagai pelaksana
kekuasaan negara.

Hubungan Pusat dan Daerah - Relasi kewenangan, pembagian
tugas, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah.
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Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia - Klasifikasi HAM meliputi hak sipil,
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Konsep Good Governance - Kerangka pemikiran tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Konsep Hak Asasi Manusia - Pemahaman teoretis tentang hak-hak
fundamental yang dimiliki setiap manusia.

Konsep Pemerintahan - Kerangka pemikiran tentang sistem dan
mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konsep Pemerintahan Daerah - Pemahaman teoretis tentang
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD.

Legitimasi Kekuasaan - Pengakuan dan penerimaan masyarakat
terhadap kewenangan pemerintah untuk memerintah.

Lembaga Eksekutif - Lembaga negara yang menjalankan fungsi
pelaksanaan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga Legislatif - Lembaga negara yang memiliki fungsi membuat
undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Lembaga Yudikatif - Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan
kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Nilai-Nilai Demokrasi - Prinsip-prinsip fundamental yang menjadi
dasar pelaksanaan sistem demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan,
dan keadilan.

Otonomi Daerah - Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat.

Paradigma Good Governance - Cara pandang atau kerangka berpikir
tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Parlemen dan Legislatif - Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
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Partai Politik - Organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara
untuk memperjuangkan kepentingan politik dan mengikuti pemilihan
umum.

Partisipasi Masyarakat dan Sipil - Keterlibatan aktif masyarakat
dalam  proses pengambilan  keputusan dan  pengawasan
pemerintahan.

Pelanggaran HAM dan Penanganan Penyelesaiannya - Tindakan
yang melanggar hak asasi manusia beserta mekanisme
penyelesaiannya.

Pelayanan Publik - Pemberian layanan kepada masyarakat oleh
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan
umum.

Pembagian Kekuasaan - Distribusi kekuasaan negara kepada
berbagai lembaga untuk mencegah pemusatan kekuasaan.

Pemisahan Kekuasaan - Pemisahan fungsi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif ke dalam lembaga yang berbeda (trias politica).

Pengertian dan Hakikat Demokrasi - Definisi dan esensi dari sistem
pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan - Definisi
pemerintahan dan cakupan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan
negara.

Pengertian Kedaulatan - Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
yang tidak terbatas oleh kekuasaan lain.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan - Evolusi studi tentang teori dan
praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan Teori Demokrasi - Evolusi pemikiran dan konsep
tentang sistem demokrasi dari masa ke masa.

Perlindungan HAM oleh Negara - Upaya negara untuk melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.
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Pers dan Media Massa - Lembaga komunikasi massa yang berperan
dalam penyebaran informasi dan pengawasan terhadap pemerintah.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi - Nilai-nilai fundamental yang
menjadi landasan sistem demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan
persamaan hak.

Prinsip-Prinsip Good Governance - Asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas,
responsivitas, dll.

Reformasi Birokrasi - Upaya perubahan dan perbaikan sistem
birokrasi pemerintahan agar lebih efisien, efektif, dan berorientasi
pada pelayanan publik.

Sejarah Perkembangan Demokrasi - Perjalanan historis
perkembangan sistem dan praktik demokrasi di dunia dan Indonesia.

Sejarah Perkembangan HAM - Perjalanan historis pengakuan dan
perkembangan hak asasi manusia di tingkat nasional dan
internasional.

Sistem Checks and Balances - Mekanisme saling kontrol dan
keseimbangan  antar lembaga negara untuk  mencegah
penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem Pemilihan Umum - Mekanisme dan tata cara pemilihan wakil
rakyat atau pemimpin negara secara demokratis.

Sistem Pemerintahan - Struktur dan mekanisme hubungan antar
lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan.

Sumber-Sumber Kekuasaan - Asal-usul atau basis legitimasi
kekuasaan seperti tradisi, hukum, karisma, atau demokrasi.

Teori Asal Mula Negara - Berbagai pandangan tentang asal-usul
terbentuknya negara seperti teori kontrak sosial, teori kekuatan, dll.

Teori Kedaulatan Hukum - Pandangan bahwa hukum merupakan
kekuasaan tertinggi dalam negara.
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Teori Kedaulatan Negara - Pandangan bahwa negara memiliki
kekuasaan tertinggi dan mutlak.

Teori Kedaulatan Raja - Pandangan bahwa raja atau penguasa
memiliki kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan.

Teori Kedaulatan Rakyat - Pandangan bahwa rakyat merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Teori Kedaulatan Tuhan - Pandangan bahwa kekuasaan tertinggi
berasal dari dan merupakan kehendak Tuhan.

Teori Pembagian Kekuasaan - Konsep pembagian kekuasaan negara
untuk menciptakan checks and balances.

Teori Pemisahan Kekuasaan - Konsep trias politica yang
memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Transparansi dalam Pemerintahan - Keterbukaan pemerintah dalam
proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.

Unsur-Unsur Negara - Elemen-elemen pembentuk negara yaitu
wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan
internasional.

Unsur-Unsur Pemerintahan - Komponen-komponen yang
membentuk sistem pemerintahan seperti lembaga, fungsi, dan
mekanisme kerja.
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